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ABSTRAK 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN  

LAGU TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA 

 (Studi Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK.) 

 

 

Oleh 

ANGGIA JELITA 

 

Pelaku tindak pidana tanpa hak menyiarkan kepada umum suatu ciptaan tanpa izin 

Pencipta atau pemegang hak cipta seharusnya dipidana paling singkat 1 (satu) bulan 

dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana diatur Pasal 72  Ayat (1) 

Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/ 

PN.TJK hakim menjatuhkan pidana percobaan. Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah:  (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

percobaan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak 

cipta dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK (2) Apakah putusan yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak 

cipta telah memenuhi rasa keadilan secara substantif. 

 

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi 

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data dikumpulkan melalui studi 

pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu 

tanpa izin pemegang hak cipta dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK 

adalah terpenuhinya minimal dua alat bukti dalam persidangan. Hakim juga 

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa. Hal-hal 

yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain dan meresahkan masyarakat. Sementara itu hal-hal yang meringankan adalah 

terdakwa belum pernah dihukum, mengaku berterus terang dan menyesali 

perbuatannya, telah memenuhi kewajibannya dan membayar royalti kepada pihak 

WAMI dan telah terdapat ijin dari pihak WAMI kepada terdakwa. (2) Putusan yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak 

cipta belum memenuhi rasa keadilan sustantif karena pidana yang dijatuhkan tidak 

sesuai dengan kerugian materi yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang 

dilakukan terdakwa.  

 

 

 



 

 

Anggia Jelita 
Saran dalam penelitian ini adalah agar majelis hakim yang menangani tindak pidana 

perkara menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta di masa yang akan datang 

diharapkan untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan 

dan agar mempertimbangkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sebagai upaya 

untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana serupa di masa yang akan 

datang. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Hak Cipta 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah ada sejak Tahun 1912, yaitu dengan 

berlakunya Auteurswet 1912, staatblad Nomor 600 Tahun 1912 pada tanggal 23 

September 1912. Undang-undang Hak Cipta sebagai salah satu bagian hukum 

yang diperkenalkan dan diberlakukan pertama kali oleh Pemerintah Belanda di 

Indonesia, sudah tentu tidak terlepas dari tata hukum nasional masa lampau 

sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1
 

 

Pada Tahun 1913 Pemerintah Belanda menandatangani Berne Convention 

(Konvensi Bern), sesuai dengan asas konkordansi, di Indonesia juga diberlakukan 

ketentuan-ketentuan Konvensi Bern. Setelah Indonesia merdeka, undang-undang 

yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. 

Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 

yang diundangkan pada tanggal 17 Mei 1997. Terakhir adalah Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku pada tanggal 29 Juli 2003 dan diperbaharui 

lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

 

                                                 
 
1
 Suyud Margono dan Amir Angkasa., Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis. 

Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002. hlm.8-9. 
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Perkembangan hukum di Indonesia menghadapi masalah-masalah yang tidak kecil 

dalam kerangka proses pembangunan. Ekspansi dari dunia Barat pada umumnya 

dan kekuasaan kolonial pada khususnya telah memperkenalkan atau bahkan 

memaksakan berlakunya lembaga-lembaga hukum barat dan bentuk-bentuk 

pemerintahannya pada masyarakat Indonesia. Akibatnya antara lain bahwa 

lembaga-lembaga hukum lokal-tradisonal berlaku sekaligus, walaupun dalam 

suatu keadaan yang tidak sesuai atau tidak selaras dan bahkan di dalam keadaan di 

mana terjadi pertentangan-pertentangan yang tajam.  

 

Pertentangan-pertentangan yang tajam tersebut terjadi pula dalam hal 

diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. Hal ini terlihat pada 

perbedaan konsep antara yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta dengan 

yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, sehingga sangat berpengaruh dalam 

rangka implementasi Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. 
2
 

 

Undang-Undang Hak Cipta diberlakukan tidak terlepas dari ide dasar sistem 

hukum hak cipta, yaitu untuk melindungi wujud hasil karya yang lahir karena 

kemampuan intelektual manusia yang merupakan endapan perasaannya. 

Berdasarkan ide dasar tersebut maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak 

alam dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si 

pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut maka hak itu 

pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu 

dapat menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Suatu hak absolut 

                                                 
 
2
 Sophar Maru Hutagalung. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan. 

Akademika Pressindo. Jakarta. 1994. hlm. 6.  
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mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban 

untuk menghormati hak tersebut.
3
  

 

Hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 1  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(Undang-Undang Hak Cipta), yaitu hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak 

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Ketentuan Pasal 1  Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan 

pengertian hak cipta diperkuat lagi dengan Ketentuan Pasal 2  Ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif 

bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1  Ayat (1) dan Pasal 2  Ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak 

monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh 

pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya 

memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4
 

 

                                                 
3
 Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia). Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993. hlm. 45.  
4
 Budi Agus Riswandi. M. Syamsudin. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm. 3.  
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Berpijak pada uraian tersebut, diakui maupun tidak, sebenarnya konsep yang 

menyangkut perlindungan hak cipta bukanlah ide yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia, karena konsep tentang hak cipta yang bersifat eksklusif dan tidak 

berwujud (immateriil) sangat berbeda dengan konsep bangsa Indonesia yang pada 

umumnya di bawah payung pandangan komunal memahami benda sebagai barang 

yang berwujud (materiil).
5
 Artinya, masyarakat Indonesia pada umumnya 

memahami benda sebagai barang yang riil, dapat dilihat, disentuh dan sebagai 

objek yang nyata. 

 

Pemahaman masyarakat Indonesia tersebut sangatlah mempengaruhi pelaksanaan 

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, baik dari laporan ataupun berbagai 

pemberitaan pers, sejak beberapa tahun terakhir ini kian sering terdengar tentang 

semakin besar dan meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Latar belakang 

dari semua itu, pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari 

keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para 

Pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah 

sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan 

hukum.
6
  

 

Realitas yang terjadi di masyarakat masih menunjukkan adanya pelanggaran hak 

cipta yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama 

kreativitas untuk mencipta. Hingga saat ini usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ternyata belum 

membuahkan hasil yang maksimal, meskipun Undang-Undang Hak Cipta dalam 

                                                 
 5

 H. OK Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights), 

RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003. hlm. 47.  

 
6
 Ibid. hlm. 158.  
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memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta atau hak dan 

kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta sudah cukup memadai bahkan 

dapat dikatakan berlebihan, namun pada tataran praksis pelanggaran hak cipta 

masih terus menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani oleh aparat penegak 

hukum.  

 

Tindak pidana dalam bidang hak cipta salah satunya adalah Putusan Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK. terdakwa bernama 

Achmad Budi Siswanto Bin Muchsin Jatno terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyiarkan kepada umum suatu 

ciptaan tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta. Majelis hakim menjatuhkan 

pidana terhadap dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan 

bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jikalau dikemudian hari 

dengan keputusan hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu 

perbuatan pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir. Pidana 

yang dijatuhkan hakim ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 

 

Issu atau kesenjangan hukum dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK 

adalah hakim sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, seharusnya menjatuhkan 

pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin 

pemegang hak cipta sebagaimana diatur Pasal 72  Ayat (1) Undang-Undang Hak 

Cipta yaitu pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 

denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 

lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah), tetapi pada kenyataannya hakim menjatuhkan pidana percobaan. 
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Ketentuan pidana percobaan diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: 

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana 

kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam 

putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah 

dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan 

lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas 

habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi 

syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. 

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam 

perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila 

menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana 

denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat 

memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan 

pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan 

negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa 

dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30  

Ayat (2). 

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok 

juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan. 

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat 

berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk 

dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak 

pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan. 

 

 

Pidana percobaan yang dijatuhkan hakim juga tidak memberikan efek jera kepada 

pelakunya dan tidak dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang 

berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak melakukan hal tersebut. 

Seharusnya terdakwa dipidana penjara (kurungan badan) sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian yang 

berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta” 

(Studi Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK.) 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan 

terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta 

dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK?  

b. Apakah putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan 

lagu tanpa izin pemegang hak cipta telah memenuhi rasa keadilan secara 

substantif? 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku 

tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta. Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu 

penelitian dilaksanakan Tahun 2017.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

percobaan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin 

pemegang hak cipta dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK  
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2. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana 

menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta telah memenuhi rasa keadilan 

secara substantif 

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan putusan terhadap pelaku 

tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta. 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana hak cipta. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang lain yang akan melakukan penelitian tentang analisis putusan hakim di 

masa yang akan datang. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teori 

 

 

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, 

khususnya penelitian hukum. Kerangka teori dalam penelitian ini adalah: 
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a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

 

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan 

putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu 

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan 

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.
7
  

 

Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Selanjutnya Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti sah yang dimaksud 

adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). 

Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak 

perlu dibuktikan. 

 

Pasal 185  Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam  Ayat (3) dikatakan ketentuan 

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 

                                                 
7
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.103. 
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(unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga 

apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam  Ayat (3) 

KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana. 

 

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

1) Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-

syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya 

keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan 

putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari 

hakim 

3) Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan yang relevan dengan pokok 

perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, 

serta didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 
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6) Teori Kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini 

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, 

masyarakat dan bagi bangsanya.
 8

 

 

 

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara 

pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari 

aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:  

1) Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). 

Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa 

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang dilakukan.  

2) Pertimbangan filosofis 

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki 

perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa 

filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga 

setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat 

memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.  

3) Pertimbangan sosiologis 

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa 

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
9
 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.103. 
9
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67. 
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b. Teori Keadilan Substantif 

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada 

yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, 

yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap 

manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah 

itu dikatakan adil
10

  

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil 

(hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar 

substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim 

harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan 

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi 

rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang 

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.
11

  

 

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat 

sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian 

                                                 
10

 Sudarto. Op Cit. hlm. 64 
11

 Ibid, hlm. 65 
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filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan 

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi 

haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada 

praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.
12

 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
13

 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
14

  

b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim 

dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu 

perkara tertentu melalui sidang pengadilan
15

 

c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan 

terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak 

terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa 

                                                 
12

 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
13

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
14

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
15

 Ahmad Rifai, Loc.Cit. hlm.112 
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suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.
16

  

d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali 

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya
17

  

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
18

 

f. Penyiaran menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana 

pemancaran dan atau sarana transmisl di darat, di laut atau di antariksa dengan 

menggunakan spectrum frekuensi radio melalui taudara, kabel, dan atau media 

lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat 

dengan perangkat penerima siaran 

                                                 
16

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.92. 
17

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina 

Aksara, 1993, hlm. 46 
18

 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 

Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25  
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g. Lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan 

hubungan temporal yang biasanya diiringi dengan alat musik
19

. 

h. Hak cipta menurut Pasal 1  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-

Undang Hak Cipta), adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak 

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 

E. Sistematika Penulisan  

 

 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan 

sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi mengenai dasar pertimbangan hakim, putusan 

hakim, tindak pidana dan hukum pidana, pengertian hak cipta dan dasar 

hukum hak cipta. 

 

 

                                                 
19

 Tim Penulis. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta. 1997, hlm. 132  

https://id.wikipedia.org/wiki/Suara
https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_musik
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III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan análisis mengenai dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap 

pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta 

dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK dan putusan yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin 

pemegang hak cipta sesuai dengan rasa keadilan substantif. 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
20

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
21 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

                                                 
20

 Andi Hamzah, Op.Cit. hlm. 19. 
21

 P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 16. 
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pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.  

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka 

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu 

yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

undang maupun peraturan
22

 

 

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait 

dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan 

bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan 

orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan 

olehnya”. 
23
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Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk 

menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau 

tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 
24

 

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai 

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku 

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana 

yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. 
25

 

 

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian 

dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti 

halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka 

bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap 

istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami 

pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan 

dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan 

pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu 

istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa 

Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”. 
26

 

 

Menurut Sudarto untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat 

tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak 
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pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit).
27

  

 

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld ); 

c. Melawan hukum (onrechtmatig); 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). 
28

  

 

 

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian 

membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa 

yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari 

perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang 

dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan 

adanya kesalahan (dolus atau culpa). Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur 

tindak pidana meliputi: 

a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 

b. Bersifat melawan hukum; 

c. Dilakukan dengan kesalahan, dan 

d. Patut di pidana. 
29

  

 

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain sebagai berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 
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bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel 

Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil 

adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang 

pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan 

akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang 

itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal
30

  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan Pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan Pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 31

  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. Fungsi 
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hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana 

dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang 

pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang 

juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.
32

  

 

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi, apabila ditelaah melalui visi hakim yag 

mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-

nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas 

dari hakim yang bersangkutan.  

 

Teori dasar pertimbangan hakim menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim 

yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji 

dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini? 
33

  

 

 

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 

di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya 

jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191  

Ayat (1) KUHAP).  

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang 

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik 

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang 
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tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa 

rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja 

aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam 

membuat keputusan.  

 

Hakim menurut Barda Nawawi Arief, dalam mengambil suatu keputusan pada 

sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:  

a. Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku 

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus 

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya 

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus 

memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.  

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

b. Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di 

dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

c. Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal 

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas 

juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana 

bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau 

bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus 

terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan. 

f. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 
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perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

g. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.
 34

 

 

 

Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 

diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (van 

rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan hukum 

(onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum 

pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 

menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 

kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang 

diajukan dan diperiksa di persidangan.
35

 

 

Teori lain yang digunakan adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam 

menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap 

putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing 

(straftoemeting), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. Beberapa negara 

seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau 

berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat 

ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian 

subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul 
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di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. 

Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah 

tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data tersebut dapat 

diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup, yayasan tempat terdakwa pernah 

dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan sebagainya.  

 

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan 

motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk 

melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau 

memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial 

ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran 

terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan 

tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan 

keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.
36

 

 

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana 

 

 

Putusan hakim dalam perkara pidana adalah putusan yang dijatuhkan hakim 

setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.
37
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Berdasarkan ketentuan Pasal 14  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.  Ayat (2) menyatakan 

bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan 

grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, 

putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai keadilan, kebenaran 

hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, 

serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.
38

 

 

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang 

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara 
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pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.
39

  

 

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam 

beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa 

melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, 

yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum 

menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam 

mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan 

dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh 

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau 

bagi masyarakat pada umumnya. 

 

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari: 

 

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan 

hukum. Berdasarkan Pasal 191  Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila 

Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh terdakwa 

2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191  Ayat (2) KUHAP 

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 

terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan 

merupakan suatu tindak pidana. 

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan 

meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan 

kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 

ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa
40
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Pasal 191  Ayat (1) dan  Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan 

lepas, sebagai berikut: 

(1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

(2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

 

 

Penjelasan Pasal 191  Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” 

adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian 

dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. 

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum 

pembuktian, yaitu pada putusan bebas (vrijspraak) tindak pidana yang 

didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya 

ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat 

bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). 

Sedangkan, pada putusan lepas (ontslag van alle rechtsvervolging), segala 

tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan 

jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, 

akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan 

merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari 

tuntutan hukum (vrijspraak) atau acquittal, dalam arti dibebaskan dari 

pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana.
 
Berbeda halnya jika Pengadilan 
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berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. terdakwa diputus 

lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191  Ayat (2) 

KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.
41

  

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. 

 

D. Tinjauan Umum Hak Cipta 

 

 

Pengertian hak cipta menurut Pasal 1  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-

Undang Hak Cipta), yaitu:  

"Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 

atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan 

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku".  

 

Selanjutnya menurut Pasal 2  Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang 

menyatakan:  

"Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak 

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".  
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Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1  Ayat (1) dan Pasal 2  Ayat (1) Undang-

Undang Hak Cipta, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak 

monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh 

pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya 

memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42

 

 

Undang-undang hak cipta merinci lebih lanjut sebagaimana terdapat pada 

ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu  

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.  

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.  

c. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan.  

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. 

e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi atau pewayangan, dan pantomim.  

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni 

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.  

g. Arsitektur  

h. Peta  

i. Seni batik  

j. Sinematografi  

k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain  

dari hasil pengalihwujudan.  

 

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa Pemegang hak cipta 

adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut 

dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang 

menerima hak tersebut.  

 

Setiap ada subyek tentu ada obyek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, 

melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang 

lain, hubungan ini namanya eigendom recht atau hak milik. Di satu pihak ada 
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seseorang (atau kumpulan orang/ badan hukum), yakni subyek hak, dan pada 

pihak lain ada benda yaitu obyek hak. Dengan kata lain kalau ada sesuatu hak 

maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat, dan harus pula ada 

orang subyek yang mempunyai hak itu. Jadi dikaitkan dengan hak cipta maka 

yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau 

badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu, yaitu dengan jalan pewarisan, 

hibah, wasiat, atau pihak lain dengan perjanjian sebagaimana dimaksudkan oleh 

Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan yang menjadi obyeknya ialah 

benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateriil.  

 

Hak pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak 

moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk 

mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi:
43

  

1. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right)  

2. Hak adaptasi (adaptation right)  

3. Hak distribusi (distribution right)  

4. Hak pertunjukan (public performance right)  

5. Hak penyiaran (broadcasting right)  

6. Hak program kabel (cablecasting right)  

7. Droit de Suit  

8. Hak pinjam masyarakat (public lending right)  

 

 

Selain itu terdapat hak penyewaan, yaitu hak pencipta atau pemegang hak cipta 

atas karya film (sinematografi) dan program komputer maupun produser rekaman 

suara berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya 

menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Hak 

moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep 

hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Prancis. Menurut 
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konsep hukum kontinental hak pengarang (droit d' auteur, author rights) terbagi 

menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi 

seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si 

pencipta.
44

  

 

 

D. Dasar Hukum Hak Cipta 

 

 

Dasar hukum hak cipta pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta secara substansial mengalami perubahan-perubahan yang 

lebih baik daripada Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya, yaitu Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002. Substansi tersebut khususnya dalam hal 

memberikan perlindungan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta. 

Perubahan tersebut di antaranya perluasan objek perlindungan hak cipta, jangka 

waktu perlindungan hak cipta, perubahan kualifikasi tindak pidana terhadap hak 

cipta, hak menggugat serta perubahan pidana atas tindak pidana hak cipta.  

 

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki 

ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. 

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan 

berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi 

mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan Undang-

Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan 
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ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait 

bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.  

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu 

variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi 

informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam 

pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran 

hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi 

positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.
 45

 

 

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah 

mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan 

Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi 

hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur 

penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan 

hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk 

berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya 

kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju 

tampak bahwa pelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil 

membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan 

kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 

 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 

dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam 
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bagian definisi, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas fiksasi, fonogram, 

penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, penggunaan 

secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga diatur lebih detail mengenai apa itu hak cipta. 

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

  

Mengenai perbedaan umum antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta , dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa secara garis besar, Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang: 

a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang; 

b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau 

pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam 

bentuk jual putus (sold flat); 

c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau 

pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; 

d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan 

dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat 

perbelanjaan yang dikelolanya; 

e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek 

jaminan fidusia; 

f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, 

apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban 

umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga 

Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti; 

h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan 

atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan 

secara komersial; 
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i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola 

hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan 

izin operasional kepada Menteri; 

j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk 

merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

Hak cipta sebagai benda bergerak, baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16  

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditambahkan 

bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Masih terkait dengan hak cipta 

sebagai benda bergerak, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, 

dalam Pasal 16  Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang 

dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. 

 

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta yang lebih panjang, dalam Pasal 

29  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka 

waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung 

hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,masa berlaku hak cipta dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi. 

 

Hak moral pencipta untuk (i) tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan 

namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 

(ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya 

dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal 
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yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas 

waktu (Pasal 57  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta ). Sedangkan hak moral untuk (i) mengubah ciptaannya sesuai dengan 

kepatutan dalam masyarakat; dan (ii) mengubah judul dan anak judul ciptaan, 

berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang 

bersangkutan (Pasal 57  Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta ). 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini juga melindungi 

pencipta dalam hal terjadi jual putus (sold flat). Ciptaan buku, dan/atau semua 

hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang 

dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak 

ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai 

jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta ). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu 

dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi 

tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun 

(Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ). 

 

Hal lain yang menarik dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta ini adalah adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk 

membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta 

dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya (Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ). Dalam Pasal 114 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai pidana bagi 
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tempat perbelanjaan yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu pidana denda 

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

  

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga 

ada yang namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif 

adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh 

pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak 

ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 

angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ). 

 

E. Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Bidang Hak Cipta 

 

 

Jenis-jenis indak pidana dalam bidang hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

 

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7  Ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan 

Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah). 

 

 

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

 

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  Ayat (1) huruf i untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  Ayat (1) huruf c, huruf d, huruf 

f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  Ayat (l) huruf a, huruf b, huruf 

e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana 

denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada  Ayat 

(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

 

 

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

 

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya 

yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau 

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di 

tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

 

 

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

 

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli 

warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, 

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan 

untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun 

non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

 

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

 

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  Ayat (21 huruf e 

untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  Ayat (21 huruf a, 

huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23  Ayat (2) huruf c, 

dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada  Ayat 

(3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

 

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24  

Ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda 

paling banyak Rp100.000.000 ( seratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ay at 

(2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara 

Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada  Ayat 

(21 yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana 

penjara paling Iama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 

 

 

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 

 

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25  

Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan 

Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25  Ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuiuh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat 

miliar rupiah) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
46

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum 

dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini 

bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian 

ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori 

dalam kerangka penemuan ilmiah. 

                                                 
46

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43. 
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2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, 

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. 

Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data 

kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis 

data meliputi data primer dan data sekunder 
47

 Data yang digunakan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari:  

                                                 
47

 Ibid. hlm.36 
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1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia.  

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  

5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai 

referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 
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C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang    : 2 orang  

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 2 orang+ 

Jumlah         : 4 orang  

  

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematisasi data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
48

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm.112 
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V. PENUTUP 

 

 

A.Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap 

pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin pemegang hak cipta dalam 

Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN.TJK didasarkan pada pendekatan seni 

dan intusi dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan hal-hal yang 

meringankan dari perbuatan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah 

perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan meresahkan 

masyarakat. Sementara itu hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum 

pernah dihukum, mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya, telah 

memenuhi kewajibannya dan membayar royalti kepada pihak WAMI dan 

telah terdapat ijin dari pihak WAMI kepada terdakwa. Pertimbangan hakim ini 

tidak menggunakan pendekatan keilmuan dalam memutus perkara, sehingga 

pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat.   

 

2. Putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana menyiarkan lagu tanpa 

izin pemegang hak cipta belum memenuhi rasa keadilan, karena akibat tindak 

pidana ini pemegang hak cipta mengalami kerugian secara materi. Penjatuhan 

pidana tidak hanya untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih 
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penting lagi agar terdakwa menyadari perbuatannya tersebut salah, sehingga 

dengan sadar tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa telah mengakui 

kesalahannya dan memiliki latar belakang kelakuan yang baik dalam hidup 

bermasyarakat.  

 

B.Saran 

 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin 

pemegang hak cipta di masa yang akan datang diharapkan untuk 

menggunakan pendekatan pengetahuan atau keilmuan dalam memutus 

perkara, bukan hanya didasarkan pada pendekatan intuisi semata, sebab tindak 

pidana ini berdampak pada kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku.  

2. Majelis hakim yang menangani tindak pidana menyiarkan lagu tanpa izin 

pemegang hak cipta hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan dalam 

menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan adanya efek jera kepada pelaku 

tindak pidana sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindak 

pidana serupa di masa yang akan datang. Selain itu hendaknya pelaksanaan 

putusan hakim yang menjatuhkan pidana percobaan tersebut hendaknya 

disertai dengan pengawasan terhadap pelaku, guna mengantisipasi terjadinya 

pengulangan tindak pidana.    
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